
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 

NOMOR 52 TAHUN 2011 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 - 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA, 

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden 
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2010 2014 serta Peraturan Menteri 
""naan Apartur Negara an Retormar Brokra 

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road 
Map Reformasi Birokrasi Kementrian/Lembaga dan 

pemerintah Daerah perlu adanya langkah-langka.h 
pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah, sedang dan 

akan dilaksanakanan oleh Pemerintah Daerah; 

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pedoman 
reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah perlu 
adanya Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkngan 
Pemerintah Kabupaten Jepara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud 
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peruturan Bupati 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2011 - 2015; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentuknn Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­ 
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 

tentang perubahan atas Undang-Indang Noror 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3090 

Menimbang 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 3I Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 3I Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoneria Nomor 4844]; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 ­ 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700]; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahu 2009 tentang Pelayanan 
Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoma Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 
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0.Peraturan Pemenintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagtan Lrusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

IL.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Per bangunan Jangka Menegah Nasional Tahun 2010 ­ 
2014; 

12.Prat"""Riden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Deign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 

13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014; 

4.Peraruran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birolrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Kementrian/Lembaga dan pemerintah Daerah 

15.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara den Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen 
Peru.bahan; 

16.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11  Tahun 2011 
tentang Kriteris dan Ukuran Keberhasilan Reformasi 
Birokrasi; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATT JEPARA TENTANG ROAD MAP 
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 -2015 

Pesa] 1 

Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepera Tahun 2011 - 2015 sebagaimana terlampir dalam 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 2 

Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara 
Tahun 2011 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sebagai acuan 
untuk melaksanalan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepera periode 2011 - 2015. 



Pasal 3 

tetras Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara 
2015 dapat diubah sesuai dengan perkembangan dan 

an Daera.h berdasarkan masukan dan arahan dani Tim Pengarah 

e r  s  Birolrasi Kabupaten Jepara 

Pasal 4 

elsaaan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
atupaten Jepara Tahun 2011 - 2015 dilaksanakan oleh masing-masing 
Sruan era Perangkat Daerah Kabupaten Jepara 

Pasal 5 

Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi menyampaikan hasil pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi kepada Bupati Jepara. 

Pasal 6 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetaplan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara 

PENELITAN PR 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal M eumnbw l 

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal a 0 «be 10 

HENDRO MARTOJO 

• 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 44 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATT JEPARA 

NOMOR : 52 Tahun 2011  

TANGGAL :21 Desember 201 

• 

r 
r 

BAB I 
PENDAHULUAN 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRAS! DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 - 2015 

LATAR BELAKANG 

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk 
melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas 
regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh 
aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan 
epercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya 
sangat mudah untuk di pahami, tetapi didalamnya mengandung 
kompleksitas proses perubahan yang rurit. Perubahan tidak hanya 
sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut 
berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah; harmonisasi dan 
streamlining berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem 
manajemen SDM yang mampu mendorong kinerja organisasi, dan 
perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu 
mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 
Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak 
positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta 

perubahan pole pikir dan budaya kerja aparatur. 

Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi 
saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan 
pengaruh pada aspek lain. arena itu reformasi birokrasi membutuhkan 
waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistcnsi, kesabaran, 
pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya. Dengan 
demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus 
merupakan pendekatan yang sisteratis, terstruktur, bertahap, dimana 
setiap tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak 
penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya. 

Terkaait dengan hal tersebut diatas, maka dalam rangka 
mewujudkan terlaksannya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten 
depara menyusu road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat 
mend ulung pencapaina visi, misi Pemerintah Kabupaten Jepara. 

B. Kondisi Saat Ini 

Pemerintah Kabupaten Jepara akan melaksanakan program 
reformasi birokrasi pade periode 2011-2015. program reformasi birokrasi 
diharaplan memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan 
terhadap peningkatan kinerja unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif 
terhadap peningkcatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam 
memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada 
Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan. 
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Pemenintah abupaten Jepara saat ini antara lain: 
organisasi Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengurang 
tindih fungsi yang ada sehingga terjadi peningkatan 

dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

ntah Kabupaten Jepara telah meriliki berbagai standar 
pelaryanan sehingga pelayanan dan pelaksanaan tugas dapat 
dla.ksanakan dengan lebih efektif, efisien, dan terukur, serta 

asyarakat mendapatkan lepastian pelayanan. 
3 Manaemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet dilaksanakan 

dengan relatif lebih objcktif, adil, transparan, dan akuntabel. 
Meringkatnya disiplin dean kinerja pegawai. 

5 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam menunjang tatalaksana (business process] sehingga proses 
birokrasi menjadi lebih efisien, efektif, dan transparan dan memberi 
kerudahan bagi pemangku kepentingan untuk mendapatkan dan 
mengakses informasi. 

Nartun demikian, masih terdapat beberapa hal yang masih 
perlu untuk terus ditingkatkan. Kondisi yang masih perhu ditingkatkan 
terse but dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: 

I. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja 

Selah satu permasalahan yang dihadapi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara, yaitu masih adanya pola pikir (mind set dan budaya 
kerja (culture set] yang kurang berorientasi pada kinerja. Selain itu, 
belum adanya dokumentasi yang memadai untuk mengidentifikasi 
komitmen pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara 
terhadap Reformasi Birokrasi. 

2. Peraturan Perundang-undangan 

Rancangan-rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Dupati, dan 
Instruksi Bupati yang diajukan oleh SKPD kepada Bupati seringkali 
masih terdapat substansi yang belum harmonis baik di dalam 
pengaturannya maupun dengan peraturan perundang-undangan 
terkait. Persoalan lainnya SKPD seringkali menyampaikan rancangan 
yang behum dikoordinasikan dengan instansi terkait. 

3. Kelembagaan 

Melarisme kerja/koordinasi antar unit organisasi belum berjalan 
sccara optimal. Selain itu, dokumentasi, monitoring, evaluasi dan 
tinda.k lanjut atas permaselahan/kendala dalam rangka meningkatkan 
koordinasi antar unit belum sepenuhnya memadai 

4. Tata Laksana 

a. SOP/standar pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara 
optimal olch masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara. 

b. Sampai dengan saat ini peranfaatan teknologi informasi belum 
merata di semua unit kerja di lingkungan Pererintah Kabupaten 
Jepara. Hal ini bisa dilihat antara lain masih belum efektifnya 
penggunaan Sister Informasi Persuratan Terpadu (Mail Tracking. 
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$ Sumber Daya Manusia Aparatur 
a. Penyusunan formasi pegawai belum berdasarkan padd hasil 

analisis jabatan dan beban kerja. 
b. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional belur disusun. 
c. Rotasi jabatan belur dilakukan secara terencana dan teratur. 
d. Pendidilawn dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasaran 

pada kompetensi jabatan. 
e. Pemberian sanksi terhadap disiplin pegawai belum optimal. 
f. Sister remunerasi yang layak dan adi belum dibentuk. 
g. Sistem Penilaian Kinerja Individu belum dibentuk. 
h. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai 

belum dilakukan 
i. Pengelolaan sumber daya manusia belum didukung oleh 

sistermn informasi kegawaian yang terintegrasi. 

6. Pengawas-an 

a. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (8PIP 
belum berjalan sepenuhnya. 

b. Tindak lanjut atas implementasi program antikorupsi (fraud control 

plan) belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. 
c. Fungsi Aparat Pergawasan Internal Pemerintah (APIP) belum 

dapat berjalan optimal. 
d. Fungsi pengawasan atas kegiatan assurance (monitoring, evaluasi, 

dan compliance audit), dan consulting (sosialisasi dan bimbingan 
teknis) terhadap pengelolaan keuangan daerah belum berjalan 
optimal. 

e. Proses e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa belum 
sepenuhnya diterapkan. 

7. Akuntabilitas 

a. Dokumen Aluntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP] 
belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam 
penyempurnaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
tgas, dan evaluasi serta input dalam manajcmen organisasi. 

b. Sistem manajemen kinerja terpadu belum diimplementasikan 
sepenuhnya dan belum ditunjang oleh Sistem Kinerja Individu. 

8. Pelayanan Publik 

a. Layanan publik yang diselenggarakan di Pemerintah Kabupaten 
Jepara belurm dilaksanakan secara optimal. 

b. Belum dikembangkcan instrumen dan melanisme untuk mengukur 
tinglat kepuasun hasil layanan. 

c. Monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan belum dilakukan secara 
berkale. 

d. Survei kepuasan penerima layanan belum dilakukan secara rutin. 
e. Strategi peningkatan image organisasi belum dikembangkan 

secara optimal. 

B. Kondisi yang Diharapan 

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang 
4 l e a . j 4 e l a t e  rt  gee eel 
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tahun 2015 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara 
diharaplan sudah dapat mencapei penguatan dalam bcberapa hal berikut: 
I. Pimpinan dan pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki 

koritmen yang kuat terhadap Reformasi Birokrasi, yang dicapai 
melalui perubahan pola pikir dan budaya kerja, schingga menurunkan 
risiko kegagalen yang discbablean kemungkinan timbulnya resistensi 
terhadap perubahan 

2. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya 
kapasitas SKPD dalam melaksanakan tgas dan fungsi. 

3. Meningkatnya efektivitas dan fisiensi pclaksanaan tugas dan fungsi 
scluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara 
melalui pcnerapan sistem, prosedur, dan mckanisme kerja, serta 
standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien, efektif, transparan, dan 
akuntabel, dengan didukung optimalisasi permanfaatan teknologi 
informasi dan korurikasi yang memadai, shingga pelaksanaan tugas 
dan fungsi dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, terukur, 
dan transparan, serta tidak memberikan peluang untuk terjadinya 
praktik korupsi, kolusi dan nepotismc (KKN]. 

4. Terbentuknya profesionalisme dan disiplin SDM aparatur melalui 
peningkatan ketaatan, transparansi, akcuntabilitas dan efektifitas dan 
efisiensi dalam pengelolaan SDM Aparatur. 

5. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan 
keuangan daerah, sehingga memperoleh opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (wTP dari Badan Pemeriksa euangan. 

6. Tidak adanya penyalahgunaan wewenang. 
7. Meningkatnya nilai aluntabilitas Pemerintah Kabupaten Jepara 
8. Terbentuknya unit pelayanan informasi publik yang menghasilkan 

pelayanan publik yang terjangkau, pasti waktunya, dan jelas prosedur 
pclayanannya. 

C. Maksud dan Tujuan 

Road map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah 
pelaksanan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepara agar berjalan efeketif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, 
melembaga dan berkelanjutan. 

D. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI 

Pelaksanaan reformasi birokrasi perlu didukung oleh komitmen 
nasional, hal ini ditegaskan dalam : 

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jang.ka Panjang Nasional 2005 - 2025, yang menyebutkan bahwa 
pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi 
birokrasi; 

2. Peraturan presiden Nomor S tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangla Menengah Nasional 2010 - 2014 yang menegaskan reformasi 
birokrasi sebagi prioritas utama; 

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Orand Design 
Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 
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4. eputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan 
Komit Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi 
Birokrasi Nasional; 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2010 - 2014; 

E. RUANG LANGKUP 

Ruang Lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerinta.h 
abupaten Jepara tahun 2011 - 2015 mencakup 

1. Penguatan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jepara 

Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah daerah dalam rangka 
terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN), meningatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
birokrasi Pererintah Kabupaten Jepara. 

2. Tingkat Pelaksanan 

Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro menyanglut 
penyempurnaan regulasi Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap 
prioritas program reformasi birokrasi. Kedua, adalah tingkat 
pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, 
menterjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan pelaksanaan 
reformasi birokrasi di tingkat SKPD Pemerintah Kabupaten Jepara. 

Program 
Program - pro ga um  berorientasi pada hasil (outcames oriented programs), 
baik pada tingat makro maupun tingkat mikro scbagaimana 
dikemukakan dalam tabel berikcut ini : 

Tu bel 1 
Program Pada Tingkat Makro dan Mikro 

PROGRAM 
UNTUK PROGRAM UNTUK 

HASIL YANG DIHARAPKAN 
TINOKAT TINGKAT MIKRO 
MAKRO 

I 2 3 
Pengu tan • Evaluasi kelembagaan a. Organisasi yang tepat fungi 
Peraturan perangkcat daerah dan tepat ukuran, sesuai 

kelembegan b. Penataan kembali dengan karakteristik, kondisi 
(Organisasi) kelembagaan perangkat dan kebutuhan daerah 
dengan prinsip daerah b. Terciptanya sinengita 
efektifitas, c Monitoring dan kelembagaan antara 
efisiensi dan evaluasi secara berkala kabupaten dengan 
proposional efektifitas dan efisiensi kabupaten/kota lainnya sera 

kelembagaan perangkat dengan provinsi. 
daera.h 

d. Penyusunan analisis 
be ban kcrja 



tan 
eraturan 
irtatalaksanaan 

JO 

a. Penyusunan pola 
hubungan kerja SKPD 

b. Simplifikasi pedoman 
ta ta naskah dinas 

e. Evaluasi 
eta tala sanaan di 
lingkungan SKPD 
Kabupaten Jepara 

Sistem. Proses dan prosedur 
kerja yang jelas, efektif, efisien, 
terukur dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip good governance 

Penataan 
peraturan 
Sumber 
Manusia 
Aparatur 

a. Penyusunan standar 
kompetensi jabatan 

b. Penyusunan 
perencanaan (formasi) 
pegawai 

¢. Melakukan assesmen 
kompetensi pegawai 

d. Melakukan analisis 
kcbutruhan pegawai 

sDM aparatur 
berintegritas, netral, 
capabel, profesional, 
tinggi dan sejahtera 

yang 

kompeten, 
berkinerja 

secara tepat 

e. Melakukan 
kebutuhan 

analisis 
dan 

Penguatan 
Peraturan 

Pengawasan 

Penguatan 
Peraturan 
Akuntabilitas 
Kinerja 

pengembangan sistem 
diklat 

f. Penataan sistem 
tunjangan kinerja 

g. Penyusunan pola karier 
(sistem penempatan, 
promosi dan mutai] 

h. Penyusunan database 
8DM aparatur 

a. Penyusunan pelaporan Meningatnya penyelengaran 
pelaksanaan Inpres pemerintahan yang bersih dan 
Nomor 5 Tahun 2004 bebas KKN 
tentang percepatan 
pemberantasan korupsi 

b. Penambahan tenoga 

fungional khusus 

auditor 
c. Rapat koordinasi APIP 

secara berkala 

a. Workshop penguatan Meningkatnya kapasitas dan 
Akuntabihits Kinerja akuntabilitas kinerja birokrasi 
Instansi Pemerintah. 

b. Bimbingan Teknis 
mengenai Implementasi 
SAKIP dalam 
pelaksanaan 
pemerintahan dan 
pembangunan. 

c. Rakornis Implementasi 
SAKIP Pemerintah 
Daerah. 

d. Singkronisasi [KU SKPD 
n IKU Pemerintah 



Penguatan 
Peraturan 
Peningkatan 
Kualitas 

Pelayan Publik 

II 

Daerah. 

e. Penyusunan Data 
Kinerja Pemerintah 
Dacrah. 

a. Evaluasi Pelayanan 
Publik. 

b. Survey IKM. 
c. Penyusunan Standar 

Pelayanan Publik (8PP 
di masing-masing 
masing SKPD. 

d. Penerapan kualitas unit 

pelayanan yang 
berbasis sistem 

manajemen mutu yang 
diakui secara 
internasional. 

e. Sertifikasi dan 

penerapan International 
Suandart Organisation 
(so). 

f, Penguatan Pelayanan 
Terpadu Satu Pint 

(PTSP. 
g. Peningkatan 

Kompetensi aperatur 

dalam pelayanan 
blike. 

Pelayanan 
kebutuhan 
masyarakat. 

prim 
dan 



• 

BAB II 

PROGRAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRAS! 

ia terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas Reformasi 
tah Darah, maka langiah -langkah/ tahapan pelaksanan 

di Kabupaten Jepara 2011-2015 baik pada tingkat makro 
mikro mergacu pada Garand Design Reformasi Birokrasi 2010- 
Road Map Reforrasi Birokrasi 2010-2014. Setiap tahapan 

reformasi birokrasi dimasudkan untuk memberikan dampak 
pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi 

gambarkan sebagai berikut. 

el.lcsanaan Reformasi Birokrasi 2011-2015 pada Tingkat Makro 
om. egiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharapkan pada Tingkat Makro 
2011-2015 

I Program Penataan Organisasi 

Program ini bertujuan untuk meningkcatkan efisiensi dan efektivitas 
kelembagaan pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan tugas-tugs pemerintahan, sehingga organisasi 
birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Target yang 
ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi Pemda; 
b) meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi Pemda. 

2) Program Penatac Tatalaksana 
Program ini bertujuan untuk meningkntkan efisiensi dan efektivits bisnis 
proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen 
pemerintahan. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya pengunaan teknologi informasi dalam proses 

penyelenggaraan manajemen pemerintahan; 
b] meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. 

3) Program Penataan Sister Manajemen SDM Aparatur 
Program ini bertujuan untuk meningkatan profesionalime SDM Aparatur 
yang didukung oleh sistem rckruitmen dan promosi, serta pengembangan 
ualitas aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Selain itu, 
program ini juga diharapkan mampu mendorong mobilitas antaraparatur 
daerah, antaraparatur pusat, dan antara aparatur pusat dan daerah, serta 
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target 
yang ingin dicapei melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya krtaatan terhadap pengeloan SDM Aparatur; 

b) meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM 
Aparatur; 

c) meninglatnya disiplin SDM Aparatur; 
d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur; 
e) meningkatnya profesionalism SDM Aparatur. 

4) Program Penguatan Pengawasan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelengran pemerinta.han 
yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini 
adalah: 
a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 



a meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 
bl merirgkatnya efeltivita pengelolaan keuangan negara; 
cl meningkatnya status opini BPK; 

d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewerang. 

5 Program Penguatan Aleuntabilitas Kinerja 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya kinerja instansi pemerintah; 
b) meningkatnya alcuntabilitas instansi pemerintah. 

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan publik 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai 
melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 

(transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, terjangkau dan meriliki 
kepastian); 

b] meningkatnya jurlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi 
pelayanan internasional; 

c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2011-2014 Pada Tingkat Mikro 
Program, Kegiatan, Agenda, dan Hasil yang Diharaplan pada Tingkat Milro 
(2011-2014) 

Pads tingkat mikro, ada beberapa program reformasi birokrasi yang 
diurnasan, eperti yang emukakcan di bawah ini. 
1J Program Manajemen Perubahan 

Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten 
dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya 
kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi Road Map Reformasi 
Birokrasi le bih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. 
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai Pemda dalam 

melakukan reformasi birokrasi; 
b) terjadinya perubahan pole pikir dan budaya kerja Pemda; 
c) menurunnya risiko kegagalen yang disebabkan kemungkinan timbulnya 

resistensi terhadap perubahan. 

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 
peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemda. Target yang 
ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang­ 

undangan yang dikeluarkan oleh Pemda; 
b) meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan 

Pemda. 

3) Program Penataan dan Penguatan Organisasi 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
organisasi Pemda secara proporsional sesuai dengan kebutuhan 
pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi Pemda menjadi 
tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) 
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 



ya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal Pemda; 
tnya kapasitas Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan 

Penataan Tatalaksana 
ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, 

r dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada 
an-masing SKPD. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 

meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses 
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Pemda; 

bi meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan 
di Perda; 

el meningkatnya kinerja di Perda 

5 Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparafur 
pada masing-masing SKPD, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan 
promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji 
dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target yang ingin dicapai 
melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan S8DM Aparatur pada 

masing-masing SKPD; 
bl meningkatnya transparansi dan auntabilitas pengelolaan SDM 

Aparatur pada masing- masing SKPD; 
c) meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada masing-masing SKPD; 
d) meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur pada masing­ 

masing SKPD; 
e) meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing / 

SKPD. 

6) Program Penguatan Pengawasan 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing SKPD. Target yang ingin 
dicapai melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh 

masing-masing SKPD; 
b) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing­ 

masing SKPD; 
c) meninglatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara 

pada masing-masing SKPD; 
d) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing 

SKPD. 

7) Program Penguatan Auntabilitas Kinerja 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 
kinerja SKPD. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya kinerja $SKPD; 

b) meningkatnya akuntabilita SKPD. 

8) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayaran publik pada 
masing-masing SKPD sesai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target 
yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 
a) meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, le bih 

aman, dan iebih mudah dijangkau) pada Pemda; 



tnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi 
internasional pada Pemda, 

eigkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenguaraan 
pelavanan publik oleh masing-masing SKPD 

Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Program ini bertujuan untuk mnejamin agar pelaksanaan reformasi 
birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan 
dalam road map Pemda. Target yang ingin dicapai melalui program ini 
adalah membernikan peringatan dini tentang resiko egagalan pencapaian 
target yang ditetaplan. 

Kegiatan-kegiatan pada tingkat pelaksanaan mikro terse but, perlu 
memperhatikan hal-hal di bawah ini: 
1) Setiap SKPD pada dasarnya meriliki kemajuan yang berbeda. Ada SKPD 

yang sudah melalksanakan sebagian program reformasi birokrasi, tetapi 
ada pula yang belum melaksanakan program reformasi birokrasi. 

2) Tahun sebagui awal dimulainya pelaksanaan program reformasi 
birokrasi juga berbeda. Oieh karena itu, berbeda dengan tingkat 
pelaksanaan makro, pada tingkat pelaksanaan mikro tidak ditetapkan 
agenda waktunya. Hal ini dikarenakan setiap SKPD memiliki 
karakteristik yang berbeda. 

Program, kegiatan dan hasil yang diharapkan pada tingkat pelaksanaan 
mikro terse but di atas, adalah: 

Tabel 2 
Program, Kegiatan, dan Hasil Yang Diharapkan Pada Tingkatan Mikro 

(2011 - 2014) 

PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN 
A. MANAJEMEN PERUBAHAN 
1. Pembentukan tim manajemen Tim manajemen perubahan 

perubahan 

2. Penyusunan strategi manajemen Strategi manajemen perubahan dan 
perubahan dan strategi strategi omunikasi serta 

omunikasi terbangunnya komitmen, partisipasi 
dan perubahan perilaku yang 
diinginkan 

3. Sosialisasi dan internalisasi Terbangunnya kesamaan persepsi, 
manajemen perubahan dalam kormitmen, konsistensi serta 

rangka reformasi birokrasi keterlibatan dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan reformasi 
birokrasi pada seluruh tingka tan 
pegawai 

B. PENATAAN PERATURAN 
PERUNDANO-UNDANGAN 

Penataan berbagai peraturan Identifikasi peraturan perundang­ 
perundang-undangan yang undangan yang dikeluarkan/ 
dikeluarkan /diterbitkan oleh Pemda diterbitkan oleh Pemda sebagai dasar 

untuk melakukan regulasi dan 
deregulasi 



PENGUATAN 

penataan tugas 
uit kera pada Pemda 

tan unit kerja yang 
mangani organisasi, tatalaksana, 
pelayanan publik, kepegawaian 
an diklat 

D PENATAAN TATALAKSANA 
I. Penyusuan SOP penyelenggaraan 

tugas dan fungsi 

2. Pembangunan atau Pengembangan 
e-government 

16 

Peta tugas dan fungsi unit kerja pada 
Pemda yang tepat fungsi dan tepat 
ukuran (right sizing yang dapat 
mendorong percepatan reformasi 
birokrasi. 

Unit kerja organisasi, tatalaksana, 
kepegawaian dan diklat yang mampu 
mendukung tercapainya tujuan dan 
sasaran reformasi birokrasi 

Dolumen SOP penyelenggaraan tugas 
dan fungsi 

Tersedianya e-government 

masing-masing SKPD 

E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 

SDM APARATUR 

I. Penataan sistem rekrutmen Sistem rekrutmen yang terbuka, 
pegawai transparan dan akuntabel 

2. Analisis jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan 

3. Evaluasi jabatan Perirgkat jabatan dan harga jabatan 

4, Penyusunan standar kompetensi Doleumen kualifikasi jabatan 
jabatan 

5. Asesmen individu berdasarkan Peta profit kompetensi individu 
kompetensi 

6. Penerapan sistem penilaian kinerja Kinerja individu yang terukur 
individu. 

7. Pembangunan/ Pengembangan 
database pegawai 

Ketersediaan data pegawai yang 
mutakhir dan akurat 

8. Pengembangan pendidikan dan Pendidikan dan pelatihan pegawai 
pelatihan pegawai berbasis berbasis kompetensi 
kompetensi 

F. PENGUATAN PENOAWASAN 
1. Penerapan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (8PIP pada 
masing-masing SKPD 

Peningkatan ketaatan, efisiensi dan 
efektivitas pelaksanaan tugas dan 
fungsi 

2. Peningkatan Peran Aparat Peningkatan kualitas pertanggang­ 
Pengawasan Intern Pemerintah jawaban pengelolaan keuangan 
(APIP sebagai Quality Assurance negara 
dan consulting 



AKUNTABILITAS 

auntabilitas linerja Peningkatan kualitas 
pemerintah akuntabilitas kinerja 

gembangan sistem manaemen 
nera organisasi 

la poran 

Sister yang mampu mendorong 
tercapainya kinerja organisasi yang 
terukur 

3. Penyusunan Indikator 
Utama (IKU) pada SKPD. 

Kinerja Tersusunnya Indikator Kinerja Utama 
(IKU) pada SKPD 

H. PENINGKATAN KUALITAS 
PELAYANAN PUBLIK 

I. Penerapan standar pelayanan pada 
unit kerja masing-masing SKPD 

2. Penerapan SPM pada SKPD 

3. Partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan pubik 

Peningkatan kualitas pelayanan 
publik (lebih cepat, lebih murah, lebih 
aman, dan lebih mudah dijangkau) 

Peningkatan kualitas pelayanan dasar 
pada SKPD 

Peningkatan partisipasi masyarakat 

I. MONITORING, EVALUASI DAN 
PELA PORAN 

I. Monitoring. Laporan monitoring 

2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun Laporan evaluasi tahunan 
sekalij 

3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan Laporan evaluasi Lima tahunan 
pada semester kedua 2014) 

• 
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Prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan penetapan prioritas SKPD 
berdasarkan kepentingan strategis bagi Pemerintah Daerah dan manfaat bagi 
masyarakat. Mengingat keterbatasan kemampuan keuangan Daerah maka 
fokus dan lokus reformnasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas 
sebagai berikut: 

Prioritas pertama, SKPD yang terkait dengan penegakan hukum, pengelola 
euangan Daerah, pemeriksa dan pengawasan keuangan Daerah, 
penertiban aparatur daera; 
Prioritas kedua, SKPD yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem 
produksi, sumber penghasilan penerimaan Daerah dan unit organisasi 
yang melayani masyarakat secara langsung; 
Prioritas ketiga, SKPD yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua. 
Penetapan prioritas SKPD dilakukan oleh Bupati. 

Prinsip Pelaksanaan 

a. Seluruh SKPD diwajibkan untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai 
amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

c. SKPD yang melakukan reformasi birokrasi harus menyampaian usulan 
dokumen dan road map kepada Tim Reformasi Birokrasi; 

d. Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari 
efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja SKPD dan/atau peningkatan 
penerimaan yang dihasilkan; 

e. Tunjangan kinerja diberikan secara bertahap sesuai kemajuan 
keberhasilan/capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Tunjangan Kinerja 

Pemberian tunjangan kinerja berbeda dengan pemberian remunerasi. 
Tunjangan kinerja merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi 

birokrasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu 
pegawai. Kinerja individu pegawai yang dimaksud tentunya harus scjalan 
dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansinya. Oleh kaarena itu, 
tunjangan kinerja individu pegawai dapat meningkat atau menurun sejalan 
dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan 
Indikator Kinerja Utama. Sementara itu, remunerasi adalah semua bentuk 
imbalan yang diterima pegawai atas kontribusi yang diberikannya kepada 
organisasi. Pemberian remunerasi bersifat fleksibel, yaitu dapat bersifat 
langsung atau tidak langsung, dapat berbentuk tunai atau nontunai, dan 
dapat diberikan secara reguler atau pada waktu-waktu tertentu. 
Remunerasi diberikan dalam bentuk: 
l) gaji pokok; 
2) tunjangan, meliputi tunjangan jabatan, tunjangan prestasi (insentif), 

tunjangan biaya hidup (rumah, pangan, dan transportasi sesuai dengan 
tingkat kemahalan di mnasing-masing daerah), tunjangan hari raya, dan 
tunjangan kompensasi pegawai yang ditempatkan di daerah terpencil, 
daerah konflik, atau mempunyai lingkungan kerja yang tidak nyaman atau 
berisiko ting8i; 

3) imbalan lainnya, seperti jaminan pemeliharaan keschatan dan jaminan 
pensiun. 



Tunjangan kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi menggunaan 

pnnsp-pnnsp: 
Efsiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah. 

• Equal pay for equal work, yaitu pemberian besaran tunjangan kinerja 
sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. 

Penetapan tunjangan kinerja pegawai negeri di lingkungan pemerintah daerah 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 
berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi 
birokrasi pemerintah daerah 

• 



BAB III 

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN 
REPORMASI BIROKRASI 

Monitoring 
Monitoring minima] dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim pelaksana 
melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing­ 
masing SKPD Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan yang 
disampaikan kepada Bupati. 

Evaluasi 

Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing­ 
masing instansi, setahun sekali Tim pelaksana melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing SKPD. 
Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang 
harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sebagaimane diuraikan 
dalam dokumen RMRB ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan 
dan disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim pengarah 
memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pela poran 

Tim pelaksana menyusun laporan konsolidasi hasl pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi pada masing-masing SKPD. Tim menyampeaikan laporan 
konsolidasi dimaksud kepada Tim Pengarah. 

[_._ 


